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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Tujuan pembangunan nasional secara umum adalah membangun bangsa 
yang maju, mandiri dan sejahtera.  Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum 
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan  bahwa hakikat 
pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan 
kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu 
melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Berbicara mengenai tujuan 
pembangunan, bahwa masyarakat sejahtera adalah suatu masyarakat yang 
kebutuhan  pokoknya terpenuhi. 
Kebutuhan pokok itu mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan 
kesehatan. Salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat, sejahtera dan damai  
adalah akses terhadap air bersih yang mencukupi.Air merupakan sumber 
kehidupan bagi setiap manusia, keberadaan air sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan sehari-hari manusia. Sistem air bersih yang baik akan menghasilkan 
manfaat ekonomi, melindungi lingkungan hidup, dan vital bagi kesehatan 
manusia. Memiliki kualitas air yang baik dan bersih tentu menjadi keinginan 
setiap orang. Namun, di beberapa daerah di Indonesia masih ada yang kekurangan 
pasokan atau aliran air, dan bahkan jauh dari kualitas air bersih. Padahal hampir 
semua kegiatan manusia itu membutuhkan sumber air, sehingga air sangat 
berperan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. 
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Program Pamsimas (Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat) mengacu pada undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber 
daya air yang menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk 
mendapatkan air bagi kebutuhan pokok mineral sehari-hari guna memenuhi 
kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Program Penyediaan Air Minum 
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program 
pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui 
penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% akses masyarakat 
terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada 
tahun 2019 atau disebut juga dengan Universal Access (UA) 2019.   
Air merupakan sumber kehidupan, untuk itu keberadaan air tentu sangat 
dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan yang dilakukan 
manusia yang sangat bergantung dengan air, namun dengan semakin 
bertambahnya penduduk, tekanan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air 
semakin meningkat dan berubah menjadi masalah lingkungan. Memiliki kualitas 
air yang baik dan bersih tentu menjadi keinginan setiap orang. Namun di beberapa 
daerah masih banyak yang kekurangan pasokan atau aliran air, dan bahkan jauh 
untuk memiliki kualitas air. Sistem air bersih yang baik akan menghasilkan 
manfaat ekonomi, melindungi lingkungan hidup, dan vital bagi kesehatan 
manusia. Tujuan pembangunan nasional secara umum adalah membangun bangsa 
yang maju, mandiri dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum 
dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat 
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pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan 
kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah indonesia, dan membantu 
melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Berbicara mengenai tujuan 
pembangunan, bahwa masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan 
adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi, kebutuhan pokok 
itu mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 
tentang sumber daya air, baik pengelolaan sumber daya air, konservasi sumber 
daya air, pendayagunaan, pengendalian, pemberdayaan sumber daya air dan lain 
sebagainya. Maka diharapkan pengelolaan sumber daya air bisa semakin 
dirasakan oleh masyarakat terlebih oleh kalangan masyarakat bawah. Undang-
Undang tersebut juga mengandung arti bahwa setiap orang, baik secara individu, 
kelompok maupun masyarakat mempunyai hak untuk hidup sehat dan 
memberdayakan sumber daya air secara tepat dan benar. Sebaliknya setiap 
individu, kelompok, maupun masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung 
jawab untuk melindungi dan menjaga sumber daya air yang ada. Masyarakat desa 
merupakan salah satu dari strategi global untuk pengelolaan sumber daya air dari 
ruang lingkup terkecil di daerah tersebut. Kemampuan masyarakat untuk 
memelihara dan meningkatkan pemberdayaan sumber daya air, sehingga 
pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat 
sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan 
meningkatkan sumber daya air lebih optimal. Salah satu upaya pemerintah dalam 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dibidang kesehatan yaitu 
melalui program PAMSIMAS.  
Penerapan program PAMSIMAS ini dalam rangka mendukung 
pencapaian salah satu target Milenium Development Goals (MDGs) yaitu 
menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air 
bersih dan sanitasi dasar pada tahun 2015 melalui perluasan pendekatan 
pembangunan berbasis masyarakat. 
Tiga karakter umum program pembangunan masyarakat, yaitu (1) 
berbasis masyarakat, (2) berbasis sumberdaya setempat, dan (3) berkelanjutan 
(Djohani,2003, hlm.2). program yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku 
utama (subyek) dalam perencanaan dan pelaksanaan program, melalui proses 
pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.  
Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk dari Otonomi Daerah 
yang memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan 
peluang yang lebih besar dari sisi finansial dan dalam pengambilan keputusan 
atau kebijakan. Pembangunan saat ini sangat digalakkan oleh pemerintah, tetapi 
bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab 
seluruh rakyat indonesia. Hal ini berarti pembangunan nasional tidak hanya 
mengerjar kemajuan lahiriah semata, tetapi butuh keselarasan dan keseimbangan. 
Dengan demikian Undang-Undang ini jelas bahwa pemerintah pusat 
menginginkan segala bentuk program nasional bisa diberdayakan oleh setiap 
masyarakat di daerah-daerah. Ide awal terlaksananya program PAMSIMAS ini 
datang dari kebutuhan masyarakat dengan cara perencanaan partisipatif, dimana 
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proses pengambilan keputusan pembangunan melibatkan masyarakat, tokoh 
masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
Perencanaan partisipatif merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan 
masyarakat sebagai objek dalam perencanaan pembangunan (Adisasmita, 2006, 
hlm. 39). Pada pelaksanaannya perencanaan partisipatif ini dilakukan melalui 
kegiatan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).  
Penyelenggaraan program PAMSIMAS ini terdapat juga dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pemerintah 
daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada 
masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan 
sanitasi. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan salah satu metode yang efektif 
untuk menstimulan otonomi, dengan keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda 
pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan 
pengawasan secara partisipasi dan pemberdayaan dalam upaya penyelesaian 
masalah-masalah di masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama, yang 
tentunya dilakukan dengan musyawarah, swadaya masyarakat, gotong royong 
masyarakat, dan pendampingan yang dalam hal ini menjalin relasi soaial. Program 
PAMSIMAS ini berada dibawah pengelolaan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat(LPM) setempat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam 
Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan 
masyarakat”. Melihat penjelasan tersebut, LPM merupakan salah satu lembaga 
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kemasyarakatan di tingkat kelurahan yang dibentuk berdasarkan prakarsa 
masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Salah satu tugas dan fungsi 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah menyusun rencana 
pembangunan secara partisipatif, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Tugas dan fungsi LPM tersebut sejalan dengan tujuan dari program 
PAMSIMAS, dimana dalam proses pembangunan masyarakat tentu akan 
berhubungan dengan proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat 
merupakan kontribusi didalam pendidikan nonformal, yang bertujuan untuk 
memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai modal 
pembangunan nasional. 
Dalam proses pemberdayaan memerlukan keterlibatan dari berbagai 
pihak, baik pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat yang menjadi tolak 
ukur dari keberhasilan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat adalah 
salah satu wujud dari misi promosi kesehatan dan peningkatan nilai kesejahteraan 
dengan pengelolaan air yang sesuai dengan undang-undang. Percepatan 
pembangunan dengan menggali potensi SDA dan meningkatkan SDM yang ada, 
dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, 
dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi didaerah. 
Pada kenyataannya bahwa daerah merupakan sumber utama faktor produksi 
nasional. Hal ini melandasi lahirnya beberapa program dari pemerintah mengenai 
pendayagunaan sumber daya air demi pencapaian kualitas hidup yang lebih baik 
di masyarakat pedesaan. 
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Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh 
pemerintah dengan menciptakan berbagai program yang langsung diberdayakan 
oleh masyarakat diantaranya adalah program penyediaan air minum dan sanitasi 
berbasis masyarakat (PAMSIMAS), program nasional ini berlandaskan dari 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
diperkuat oleh PERMENDAGRI penetapan bantuan keuangan (berdasarkan Surat 
Edaran Mendagri No. 900/2677/sj. Yaitu PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 
tentang perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah). Tujuan program PAMSIMAS adalah untuk 
meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin 
pedesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran 
kota (peri-urban). Secara lebih rinci program pamsimas bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat. 
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan 
sanitasi yang berkelanjutan. 
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah 
daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum 
dan sanitasi berbasis masyarakat. 
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang 
pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis 
masyarakat. 
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5. Untuk mencapai target Milenium Development Goals (MDGS), yaitu 
mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses 
terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. 
Ruang lingkup kegiatan program PAMSIMAS mencakup 5 (lima) 
komponen proyek yaitu: 
1. Pembedayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal 
2. Peningkatan kesehatan dan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi 
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi 
4. Insentif untuk desa / kelurahan dan kabupaten / kota, dan  
5.   Dukungan pelaksanaan dan manajemen proyek. 
Dalam pelaksanaan program ini masyarakat desa Kampung Panjang 
memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, serta pemerintah desa sehingga semua perencanaan dapat dilakukan 
bersama-sama. Dan keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan program 
PAMSIMAS dan dapat mewujudkan segala bentuk dari program ini sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan terutama kualitas hidup yang lebih baik. 
Program PAMSIMAS didesa Kampung Panjang dimulai pengerjaan 
proyeknya pada tahap pertama pada tanggal 6 juni 2008 sampai 30 juli 2013. 
Meliputi pembangunan pompa air sebagai pusat sanitasi dan pembangunan lokasi 
depot air untuk penyediaan air siap minumoleh masyarakat. Hal ini yang 
mendasari untuk untuk Pemerintah Daerah membuat Program PAMSIMAS didesa 
Kampung Panjang merupakan mayoritas penduduk masyarakat Kampung Panjang 
memiliki kebiasaan menkonsumsi air yang tidak terjamin kualitas standar minum 
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dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas MCK di tepian sungai 
kampar, hal inilah yang mendasari program PAMSIMAS harus diadakan serta 
diberdayakan di desa Kampung Panjang. Dengan pembangunan Depot ini 
masyarakat diharapkan untuk tidak meminum air yang tercemar oleh lingkungan 
kotor dan membeli air yang harganya mahal, karena akan membebani masyarakat 
secara ekonomi. Dan untuk tahap pertama ini pembangunan saluran air bersih 
(sanitasi) dilakukan disekolah, masjid, mushollah, Kantor Kepala Desa dan tempat 
umum lainnyayang berada di desa kampung panjang. 
Dalam pelaksanaan pemberdayaan program PAMSIMAS yang dilakukan 
masyarakat, penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut: 
1. Masih rendahnya masyarakat dan agen pemberdayaan untuk menjaga 
peralatan sanitasi terlihat dari saluran pipa air yang sudah banyak bocor 
dan kran air yang tidak berfungsi lagi. 
2. Masih banyaknya sumur-sumur warga yang memiliki air yang kotor 
sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. 
3. Agen pemberdayaan PAMSIMAS belum maksimas berkoordinasi 
dengan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat demi 
mewujudkan tujuan dan manfaat dari program PAMSIMAS di desa 
Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
4. Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS ini, masih kurangnya 
partisipasi masyarakat dalam menggunakan dan memberdayakan air 
minum dan sanitasi tersebut, hal ini ditunjukkan kurang minatnya 
masyarakat meminum air dari depot PAMSIMAS, padahal sudah 
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disosialisasikan oleh pemerintah desa dan agen pemberdayaan hal 
tersebut terbukti dari tabel berikut ini: 
Tabel 1.1:  Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Mengkonsumsi depot Air 
Minum PAMSIMAS di Desa Kampung Panjang 
 
No Bulan 
Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Mengkonsumsi 
depot Air Minum PAMSIMAS 
1. Januari 158 Kepala Rumah tangga 
2. Februari 133 Kepala Rumah Tangga 
3. Maret 129 Kepala Rumah Tangga 
4. April 118 Kepala Rumah Tangga 
5. Mei 96 Kepala Rumah Tangga 
6. Juni 90 Kepala Rumah Tangga 
Sumber Data : Kantor Pusat PAMSIMAS desa Kampung Panjang, 2017 
 
Tabel 1.2  Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di desa Kampung 
Panjang Kecamatan Kampar Utara 
 
Kepala Keluarga 364 KK 
Laki-laki 723 Orang 
Perempuan 759 Orang 
Sumber:  Kantor Kepala Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, 
Tahun 2017  
 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas penulis tertarik untuk 
meneliti sejauh mana program nasional PAMSIMAS diberdayakan oleh 
masyarakat Desa Kampung Panjang dengan judul penelitian “Analisis Partisipasi 
Masyarakat Dalam Melestarikan Program Pemberdayaan Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Kampung 
Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam melestarikan program 
pemberdayaan penyediaan air minum dan sanitasi diDesa Kampung 
Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
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2.  Apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam melestarikan 
program pemberdayaan penyediaan air minum dan sanitasi di masyarakat 
Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam melestarikan 
program pemberdayaan PAMSIMAS di Desa Kampung Panjang 
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam 
melestarikan program pemberdayaan PAMSIMAS di Desa Kampung 
Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh 
selama dibangku perkuliahan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. 
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah desa mengenai 
PAMSIMAS didesa kampung panjang. 
3. Sebagai acuan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang 
partisipasi masyarakat dalam melestarikan program pemberdayaan  sama 
dilain kesempatan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan ini secara umum penulis membagi sistematika penulisan 
dalam tiga bab dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II   :  TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menguraikan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam 
melakukan analisa dan pembahasan penelitian, serta hipotesis yang 
merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 
muncul dalam penelitian ini. 
BAB III  :  METODELOGI PENELITIAN 
  Bab ini menguraikan tentang berbagai data, lokasi penelitian, jenis 
dan sumber data yang dipergunakan, metode dalam melakukan 
pengumpulan data serta metode analisa dalam mengaalisa data 
yang diperoleh. 
 
